ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan
PKPU) adalah mekanisme yang ditawarkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk
melakukan restrukturisasi utang terhadap para krediturnya melalui rencana
perdamaian. Perkara PKPU biasanya juga dimanfaatkan oleh kreditur untuk
mendapatkan pembayaran seluruh atau sebagian piutangnya setelah atau akan jatuh
tempo dan dapat ditagih, termasuk bagi kreditur konkuren yang memiliki tagihan
kecil (selanjutnya disebut dengan kreditur konkuren dengan tagihan kecil). Namun,
kreditur konkuren dengan tagihan kecil tidak selalu mendapatkan perlindungan
hukum yang memadai karena tidak ada perbedaan akibat hukum untuk persetujuan
atau penolakan, pendaftaran atau tidak mendaftarkan piutang, abstain, atau tidak
hadir terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, khususnya bagi
rencana perdamaian yang telah mencapai kuorum dalam pengambilan suara
(voting) dan disahkan oleh pengadilan (homologasi). Fenomena hukum tersebut
terjadi pada kreditur konkuren dengan tagihan kecil atas kasus PKPU PT. Mandala
Airlines melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan akibat hukum
kreditur konkuren menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) serta upaya
rekonstruksi hukum pada UU Kepailitan dan PKPU demi memberikan
perlindungan hukum yang memadai terhadap kreditur konkuren dengan tagihan
kecil. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan
pendekatan deskriptif-analitis, serta studi kasus pada putusan terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap
kreditur konkuren dengan tagihan kecil melalui UU Kepailitan dan PKPU belum
memadai sehingga perlu perbaikan substansial pada UU Kepailitan dan PKPU serta
ditemukan ketidakcermatan atau kekhilafan dalam putusan homologasi PT.
Mandala Airlines. Oleh sebab itu, rekonstruksi hukum terhadap UU Kepailitan dan
PKPU diperlukan dan diperlukan variasi mekanisme pembayaran utang melalui
rencana perdamaian terhadap perkara PKPU yang memiliki jumlah dan sifat utang
yang kompleks.
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